PERATURAN GUBER UR KALIMANTAN BARAT
NOMOR & 2 TAHUN 2021 '

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

(WHISTLEBLOWING 5Y, STEM) TINDAK PHZ)ANA KGRUFSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA o

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang

Mengingat

bahwa guna mewul ﬁ.xcikan penyelenggaraaﬁ Negaraj -_
yang baik den bebas dari- _praktik tmdak pxdana-a-
korupsi, serta menciomng peran A ' il
Negara dalam upaya pencegahan dan. pemberaﬂtasan'
tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan -
terhadap setiap pengaduan terkaﬁ: dugaan hndak
pzdema korupm dan pelanggaran :

bahwa - In@truksz Pres1den N’Gmor 5 "I‘ahun 20(}4}_'
tentang Pcncegahan dan’ Pemberamasan Korupm dan
Peraturan Menterx Pendayagmazm Aparatur N@gam
dan Reformasi “Birokrasi Nomor 52 :
tentang Pedoman Pemban@.man Zona Integrziasf{
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Meiayam di ngkungan fIns’can
Pemerintah, d1per1ukaﬂ penguatan akuntabilit
kinerja melalui penguataﬁ peiaksaﬂaaﬂ pengemlaan
penanganan laporan . pengaduaﬂ (musﬂeblowzngﬁ_
System) dugsan’ tindalk: pzdana kompgi .

bahwa berdasarkaﬂ pe; tzmbmlgan sab&gaimaﬁa-i_f
dimaksud dalam  huruf a “dan - bun;f b, pertu
menetapkan Peraturan: Gubernur tentang - Sistem’
Penanganan Pengaduan (Whtstieblowmg Sysiem
Tindak Pidana Korupsi; - =

Pasal 18 ayat (6 Undang«Uﬁdang Dasar Negara_:"_:g_f:
Republik Indonesia: Ta}:mﬂ 1945 _ e




. Undang-Undang Nomor 25 ’I‘ahun 1956 tentaﬂg
- Pembentukan qurahuDaerah Otonam ~ Provinsi
- Kalimantan  Barat, Kalimantan Selatan Cidan
Kalimantan ’I‘zmur _ (Lembaran Negara Repubhk.-:_:
Indonesia - Nomor .65  Tahun' 1956, Tambahan
Lembaran Negara’ Repub:zik Indenesn Nomor 1106 i

. _Undang-—Undang ‘Nomor - 28 Tahun 1999 tenta;n
- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan ]
Korupsi, Kolusi, ‘dan Nepoﬁsme: (Lemba:aan legara

" Republik Indonesia Tahtin 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara: Repubhk Indones1a Nomor 3851)

_Unda:ng;—'{}ndang Nornor 31 Tahm‘l 1999 temmg
- Pemberantasan Tindak Pidana Kﬂrupm (Lembaraﬂ
- Negara. Repubhk Indonesia 'I“a_hun 1999 Nomor 140, -
Tambahan Lembaran Negara Repubhk :.::;.-Indcneszai‘
- Nomor ~ 3874) sebagazmﬂna ‘telah diubah deng:
 Undang-Undang ‘Nommor 20 Tahun ﬁ_:_ji?,OOl temang
. Perubahan atas Undang-—Undang Nomor 31 Tahun

Nomor | 134 Tambahan Lenibaxmu Negafa R(ipubhk:" "
Indones1a Nomor 4150) = 2

. .Undang«-Undang Nemor 18 Tahun : 2006 ‘tentang
3 Perhndungan Sa_k81 dan Karban (Lemba.ran- Ney

Undang- Undang Nomor 14 Taht.m ' _008 tentang
- Keterbukaan Informasi  Publik (Lembaran Negiar
Republik Indonesia Tahun 2008 N(}mor 61, Tan
- Lembaran Negara Repubhk Indcmesm Nomo

 Undarig- Undemg ‘Nomor - 1.2 - ‘Tahurl 2_0
- Pemibentukan Peraturaﬁ '

- Tahun 2011 tentemg Pembenmk"
_pemnﬁangmUndangaﬂ (Lembaran' [
Indonesia - Tahun 2019 quoz’ 5

:Pememn’tahan Daez ah (Lembazari ’B?egara". Rep
Indonesza Tahun 2014 Nomor -,244 T mbah'

temtang Clpi:a Kezja (Lembaran 'N'e ara" _Repubhk
Indonesia - Tahun 2020 Nomor. 245, - Tai
Lembaran Negara Repubhk IndanesmiNomor 65-




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601});

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3995);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana felah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Néda:ra o

dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 =~
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas. -
Menuju Wilayah Bebas dari Kortipsi- dan Wilayah =~ 7
Birokrasi Bersih dan Melayani ' di Langkungan* NSRRI
Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita .+
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) "~
sebagaimana telah diubah dengan’ Peraturan Menteri: -
Pendayagunaan Aparatur - Negara ‘dan Reformasr?“--._;_';_ S
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan .. = =
Atas Peraturan Menteii - Pendayagunaan Aparatul o
Negara dan Reformasi Birokrasi: Nomor 52 Tahun' -~ .-
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona' Integrltas R
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsa dari - Wilayah

Birokrasi Bersih dan = Melayani - i ngkungan S

Kementrian/Lembaga dan- Pemerintah Daerah {Bema”“‘

Negara Republik Indonesia Tahu:n 2019 Nomor 671) L e

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR .

TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

CTENTANG  SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN (WH [STLL‘BEGWING SYSTEM)--’- s

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah PI‘OVlnSl Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggai a'_'._'f-:_ B
Pemerintahan Daerah yang memimpin --.-Pelaksanaan . umsm Lo

pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kahrnantan _B_é;w'ifa'tf-__;_ e :

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. .

o s w

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan per_;anﬂan '::_'_:';_::'-.:::;3::

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kahmantan Barat o
Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Kahmantafi Barat Ea ey
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dlsmgkat ASN adalah prof esz.'f'? e

kerj yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kallmantan Barat

7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang. selanjutnya dlsingkai:APIP ! o G

adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.



10.

11.

12.

13.

14.

1o

16.

S

Tenaga Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang bertugas dx hngkungan:-;’;? S

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Tindalk Pidana Korupsi yang selanjutnya dlSIIlgkat TPK adal ah tin d ak S

pidana sebagaimana dimaksud dalam _Undang~Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups:i,, S T
sebagaimana telah diubah dengan Unciang—Uﬂdang Nomc)r 20 Tahlm e

2001.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah .serah;gkaieiﬁ undaka;n =

untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana koﬁlﬁSifrﬁe'la}g'i G

upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyfeli&ikaii-'-'--p'ei"lyidi}'é:ai'i' EEoRt i

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadﬂan dengan perari R

serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan

Whistleblower adalah seseorang yang melapi)rkan perbuatan yang i __ '.
berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ‘Lerjadl di dalam"'_;__ e -  e
organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait. }alnnya yang mermhki-:l Ll

akses informasi yang memadai atas ter;admy*a 111d1kas1 ‘undak pzdana e

korupsi tersebut.

Whistleblowing System adalah mekanisime Pen}fampalan dan S S
penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsz yang telah i
terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi: yang mehbatkan Pegawal dm: ’ .
orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana kOﬂlpsz yang’::ﬁ g

dilalkukan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Verifikator adalah petugas yang melakukan koml.mzkaSI dan verlf kas1

data/informasi yang dzsampmkan oleh Wh:stleblower

Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap'_f'{' e

pengaduan yang disampaikan oleh thSﬂebZower

Administrator adalah petugas pada - Inﬁ}‘?ﬁ%ktorat yang beriugas f e

mengatur, mengelola, dan mengawasi- operasmnai aphkam el

Whistleblowing System.

Audit/Pemeriksaan adalah proses 1dent1ﬁkasz masalah analzszs dan'_-_:':_'_* '
evaluasi bukti yang dilakukan secara mdependen obyekuf dan e
profesional berdasarkan standar audit, untuk memlal kebenaran

kecermatan, kredibilitas, eficktivitas, eﬁswnsa dan keandaian mf@rmaSi .

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemermtah




17.
18.

19.
20.

21
22,

Tujuan dibentuknya sistem penanganan pengaduan Llndak pzdana kampsl i
di daerah adalah: R .

a.

(1)

(2)

Reviu adalah penelaahan ulang buki:i»-‘bﬂkt’i 'suga;t't{'-i{égiaian3""ﬁﬁfﬁk.:5.:-' L
memastikan bahwa kegiatan tersebut’ telah dllaksanakan sesuai i | | _
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah'_'_"_f e
ditetapkan. ' _ _ _' _ S
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membamdmgkan hasﬂ atau_{f_;f .:'::-:.f.- e
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang
telah ditetapkan, dan menentukan f ak.tor-f aki:or yang me:mpemgamhi_é;".':'_ ;
keberhasilan atau kegagalan suatu keglatan dalam mencapau m}uan
Pemantavan adalah proses penilaian kermia j man suatu program atau“-"'.f:'@';'_'_' ‘

kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah’ dltetapkan

Instansi penyidik adalah instansi yang diberi Wewenang khusus oleh e ':_:'
undang-undang untuk melakukan penyldz.kan _ .
Masyarakat adalah orang perseorangan atau keiempok: oraﬂg e
Pejabat yvang berweﬁang adalah pejabat yang menang&m mgas dan. j :

fungsi di bidang pe}ayanan informasi.

Pasal 2

sebagai acuan dalam penanganan - pengaduan ai;as tmciak pidan
korupsi di lmgkungan Pemerintah Provinsi: Kcthmantan Barat _ | | i
memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penylmpangan_f-* Sl
administrasi, kerugian perdata dan tindak pldana 1{01"111:381 seria-_f
persaingan usaha tidak sehat; _ c SEC § . |
upaya pencegahan dan pemberantasan tmdak pzdana korupSI termasuk'._;’f_:.-' _- .'
menyediakan mekanisme yang men Jaxmn keraha&aaﬁ 1cien‘i:1tas_i_.: :
Whistleblower. ' : -

Pasal 3 e L 5
Lingkup pengaduan yang akan dztmdaklan 3uu mehputi segajia ‘Lmdal{an
yang menurut undangwundang korupsi mengandung mdlkam unsur.
tindak pidana kor up31 yang terjadi di daerah: R ﬁ ERER g |
Untuk mempercepat dan mempermudah proses tmclak: Ianjutr
pengaduan, Whistleblower harus m@mberlkan mdlka& awal yang dapat:

d1pertanggung}awabkan meliputi:




. masalah yang diadukan (What).

Berkaitan dengan substansi penylmpangan yang dzadukan

Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkaﬁ ' : 3

jenis-jenis penyimpangan vyang tidak sesuai’ dengan ketenman S : i

perundan-undangan serta dampak adanya penylmpangan

. pihak yang ber tanggung;awab (Who).

Berkaijtan dengan siapa yang melakukan penylmpanganatau S

kemungkinan siapa sajn yang dapat diduga melakukan

penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang periu dxmmtakan LA

keteranagn/ pen jelasan.
. lokasi kejadian (Where).

Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpmlgan (um’c ke1 _;a) L ;:_::f-

Informasi ini berguna dalam menetapksn rua;ng 1111g1«;:up penegasan g

audit investigatif serta membantu dalam menen’cuk&n tempat i

dimana penyimpangan tersebut terjadi.
. waktu kejadian (When).

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut te i“jadi afor ﬁlaSi | S

ni berguna dalam penempatan ruang lingkup pﬁmigasan audit

investigatif, terkazt dengan pengungkapan fakta dan proges ke;adian

serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan é{@ngan kmterla yang..r G

berlaku.
. mengapa terjadi penyimpangan (Why).

Berkaitan dengan informasi penyebab fefjadmva penylmpangan S

dan mengapa sescorang melakukannya, hal ini berkaltan dengan i

motivasi seseorang melakukan penyimpaﬁgaﬂ yang akan mengar ah e

kepada pembulktian unsur niat (intent).

bagaimana modus penyimpangan (How). -

Berkaitan dengan bagaimana penyimpé;hgaﬁt“ téfs‘ébu’f tex}adz :';'

Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi‘{tﬁ;. Co

penyimpangan tersebut serta untuk . meyak:u’u penyembunyiaﬁ s

{concealment), dan pengkonversian (converfzon} hasﬂ penylmpangan




BAE 11
HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR/ WHISTLEBLOWER

Pasal 4

(1) Masyarakat berhak mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan - o B

TPK serta menyampaikan saran dan pendapat kepada Pejabat yang L
berwenang. | | )
(2) Masyarakat yang melihat atau mendengar atau meﬂgaléini atat
mengetahui dugaan TPK dapat melaporkan kepada Inspektorat, B
(3) ASN dan Tenaga Kontrak yang melihat atau mendengar adanya bukti
permulaan atau mengalami adanya dugaan TPK wajb -melaporkan B
kepada Inspektorat.

(4) Penyampaian saran, dan pendapal atau permintaan informasi S

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan - secata

bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan .'pemndaﬁg- I

undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan keS’Opanéln; N
(5) Hak Whistleblower, meliputi: | |

a. memberikan keterangan tanpa tekanan;

b. mendapatkan pendampingan;

c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi Whistleblaw'éﬁ’ | _

d. mendapatkan informasi mengenai perkembangah :- peﬁg'aé{uén; _' |

e. mendapat nasihat hukum; dan

b

mendapatkan perlindungan.

BAB HI
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan sisiem penanganan pengaduan dibentulk Tim'
Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan _méngelola“
pengaduan yang terdiri dari: | o

a. Penerima;

=)

Supervisor Verifikator;
Verifikator;

o o

Supervisor Penelaah;
Penelaah; dan

Administrator,

™ (D



(2)

)

()

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) | da’pat'.'-._ -

Susunan, tugas, dan wewenang Penerima, Supervisor Verifikator,
Verifikator, Supervisor Penelaah, Penelaah, dan Administrator .
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat
terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan
profesional Penelaah, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti
minimal harus mementuhi kriteria 8W (What, Where, When).

Pertimbangan profiesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .'

didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan - -

informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut. | _
Setiap Whistleblower yang menyampaikan pengaduan sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 4 harus disertai dengan bukti-bukti pendukung )
yvang memadai. |
Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh Whistleblower sebagaimané
dimaksud pada ayat {5} adalah dugaan TPK.

Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria, maka

diupayakan mengundang Whistleblower untuk mempéroleh tambahaﬁ

informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

Pasal 6

disampaikan melalui:

a,

kotak Pengaduan yang ditempatkan di Inspektorat Provinsi Kaﬁméntan o

Barat;

e-mail : whistleblower@kalbarprov.go.id

¢. media dalam jaringan website Inspektorat:

inspektorat.kalbarprov.go.id;
aplikasi berbasis dalam jaringan: wbs.lwalbarprov.go.id;
pengaduan langsung pada Inspektorat; dan

pengaduan melalui media lainnya.



(1)

(2)

10

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal7

Tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah dlsampas.kan akan

diregistrasi untuk dilakukan verifikasi terhadap materi pengaduan, o

meliputi:

a. sesuai dengan kewenangan;

b. bersifat tidak jelas;

c. tidak sesuai dengan kewenangan; dan/atau : .
d. mencakup tugas dan fungsi dalam Perangkat Daerah- tertentis, e
Verifikasi terhadap materi pengaduan yang sesual dengan :j_-: :
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dﬂakukan S
kajian/analisis oleh penelaah paling sedikit memuat: |
a. dugaan kasus;

b. unit kerja terkait;

c. pokok permasalahan/materi pengaduai;

d. ketentuan yang dilanggar; dan

e. kesimpulan.

Inspektorat wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tenta.ng : i
proses tindak lanjut laporan yang diajukan oleh Pelapor dalam Jangka L

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung Se jak tanggai . o

pertanyaan diajukan.

Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi knterza dllakukan tmdak e

lanjut berupa audit investigatif,

Penugasan audit investigatif atas informasi 1aporan/pengaduan oleh b

Whistleblower diprioritaskan terhadap hal-hal yahg: stramgls mat €r1a1 G

dan menjadi sorotan publik.

Penugasan audit investigatif atas informasi Iaporan/pengaduan tldak: : e i

dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi benkut

a. informasi laporan/pengaduan yang sama Sedang daiam atau telah S

dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemenk.sa Kcuanoa_n (BPK o

atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lamﬁyd dan TS
b. informasi laporan/pengaduan yang sama. sedang dalam atau telah-;' |

dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi Penyldik



(7)

(©)

(10)

(11)

(1)

(2)

)
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Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan
oleh Whistleblower sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu
dilakukan hal-hal berikut:
a. penentuan tim audit oleh Inspektur; dan
b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit.
Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain
anggaran biaya audit dan sarana ataul prasarana lainnya oleh
Inspektur.
Verifikasi terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan;
a. meminta informasi tambahan kepada  Whistleblower jika
identitasnya jelas;
b. tidak menindaklanjuti pengaduan jika:
1. identitas Whistleblower tidak jelas/tidak ada;
2. Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
3. materi pelanggaran tidak jelas;
4, pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah; dan/atau
5. pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
Verifikasi terhadap materi pengaduan yang diterima tidak sesuai
dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengaduan diteruskan kepada Instansi yang berwenang,
Verifikasi terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi
dalam perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
pengaduan dilimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan

fungsinya.

Pasal 8

Inspekiur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran
investigasi kepada pimpinan objek pemeriksaan.

Dalam melakukan penugasan audit investigatif sebagaimana dimaksud
ayat (1} dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi
penyidik.

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagai objek pemeriksaan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kooperatif dalam
pelaksanaan pemeriksaan, Inspektur dapat memberitahukan secara

tertulis permasalahan tersebut kepada Gubernur.



(3)

(1)

12

Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunaken
prosedur, investigasi, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai
keadaannya.

Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang
diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat
dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak- "
pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab atau kepada pihak-pihak
lainnya yang relevan.

Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat -(i’:})
dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap
bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasikan jenis.

penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya

dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta _pihaképihak . e

vang diduga terkait/bertanggungijawab. N
Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi, dan -
pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang '_memad.é_i 3
bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan

relevan.

Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melaiui'_'-_réﬁﬁ;. o

pembahasan internal dengan tim pengarah guna -n’iéﬁj&ﬁiiﬂ maty,
mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan y&mg

timbul selama penugasan audit investigasi.

BABV _
EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPOR AN /PENGADUAN
WHISTLEBLOWER
Pasal O

Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tHim audit

segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit imvestjgatif :

sesuai pedoman standar audit.

Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh .

simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi keculcupan -
bukti dan pencapaian sasaran penugasan. |

Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah dan
pejabat  lainnya di  lingkungan  pemerintah daerah'.' vang -

ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
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(4) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan éképibse

(5)

{7)

eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.

Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang'

ditanda tangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili perangkat

daerah.

Dalam hal pimpinan perangkat daerah tidak sepakat dengan materi =

hasil penugasan audit investigatif, immaka Risalah Hasil Ekspose memuat

alasan ketidaksepakatan tersebut dibahas bersama Gubernur.

Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut: -

a.

ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit deng’éﬂ
Instansi Penyidik; |

ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan 'has':"i_l'.
audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menii’n.bulkan'
kerugian keuangan Negarg; |

tujuan  dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik. __adala}i .

untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur /aspek’ hLikum'yang o

dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi- Auditor .

bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK atau Tindak |
Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan o

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR); _ g S
kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspdée -
yang ditandatangani oleh Inspekitur dan Instansi Penyidik;
pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpina_n.-.'_-db}'rek |

pentugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal: Dalam hal -

pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertang'gu_ﬁg' | jav&a:b' S

atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil .'_autii.t.:".'. E

dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek -pexfiﬁgasa:ﬁ;' 'Ha"sﬂ' o

pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah 'pembiCarééﬁ “yang -

bersifat pemberitahuan sirnpulan hasil audit dan tidak meméﬂukéin
persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan; -
pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan punpmaﬁ obyek :
penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk: .plhak_' ¥
yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang diterriliké}:i dan
laporan Hasil Audit Investigati{ segera diterbitkan setelah dﬂakukan' '
pembahasan dengan instansi Penyidik dan pemblcaraan dengan

pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan. -
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(8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/ a‘tasarx p1mp1nan obyek::_f-’“t

penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal.- Bahan pemblcaraan -

alhir berupa simpulan hasil penugasan audit mvesi:igatlf yang te:lah’." i

mengakomodasi hasil ekspose eksternal.

(9) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan leplnan Obyek' e

penugasan dituangkan dalam Risalah Pemblcaraaan Aklnr ‘yang

ditanda tangani oleh Inspektur dan plmpma:a/ atasan plmpman obyek;?;f. e

penugasan, yang memuat kesanggupan ‘pihak plmpman/atasan_';f-_;-_:   __'

pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan i:xndak ianjut _' E S

(10} Dalam hal plmpman/a’casan pimpinan obyek penugasan 'tldak Set‘tl]u S

dengan simpulan hasil penugasan audn mv&shgatlf stalah._g_f_"{:j o

Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai kei:lda ksetujumanya_-__'; e e

dengan simpulan hasil penugasan audit 1nves’c1ga‘t1f

(11) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasark méﬁdiak' tmtuk T

menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir,: maka rzsalah cukup o

ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur deng in

menyebutkan alasan penolakannya.

(12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimijinail/atésaﬁ plmpman

obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehmgga menghambat :

penyelesaian  laporan, maka pemblcaraem &khll" dlganu dengan?i"““'

menyampaikan simpulan hasil penugasan’ audlt mvestigauf secara:—}"_;_;_- SR

tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan' obyek - penugasan yang_f'f’-f

bertanggung jawab untuk melakukan tindak ianjut

Pasal 10

(1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari lapcn an/ pengaduan

Whistleblower dltuangkan dalam Laporan Hasﬂ Audit’ Invesﬁgatxf

(2) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pencaduanf . ey

Whistleblower sebagaimana dimaksud pada’ jayat_ (1) dzsampalkan -_:

kepada Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal terjadi benturan kepentingan dalam prosses tmdak lan }ut S

pengaduan TPK, akan ditindaklanjuti sesuai- ketentuan peratursm ?;':_..'f Lt

perundang-undangan.
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BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP WHI STLEBLGWER
Pasal 12 _
(1} Gubernur wajib memberikan perlindungan kepada Whistiéblowe’r*'
(2) Perlindungan terhadap Whistleblower Sebagalmana dimaksud ayat ( ) L
dapat diberikan dalam bentuk: '
a. perlindungan terhadap kerahasiaan;
b. perlindungan terhadap karir; dan

c. perlindungan terhadap ancaman fisik dan hulzum.,

(3} Perlindungan kerahasiaan sebagaimana dimaksud. pada ayaf_ (2) h S

a wajib dilaksanakan oleh Pengelola Pengaduan dengan cara memaga'.f,'- L

kerahasiaan 1dent1tas Pelapor dan Data/Informasi yang: disampaikan :

(4) Dalam hal Informasi sebagaimana dimaksud pada . ayai (3) harus o

diungkapkan, maka:

a. pengungkapan identitas Pelapor hanya dapat" dﬂakukan atas; L

persetujuan Pelapor dan Inspektur Daerah, kecual d}tentukan Iam-".:

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan:

b. pengungkapan Data/Informasi yang: .dlsampa;kaﬁjfi;_é}éh Peiapor i

hanya dapat dilakukan atas persetujuan Inspektur I)aerah,kecuali G

ditentukan lain oleh ketentuan peraturan pemndaﬂ'g:undaﬁgéﬂ

(5} Perlindungan terhadap karir sebagaimana dlmaksud pacia ayat ( ) huruf : S

b adalah perlindungan terhadap Whistleblower yang berstatus sebagal
ASN dan Tenaga Kontrak dari tindakan balasan/puriakuan yang bemlf at' o G

administratif kepegawaian yang tidak Objektif dan memglkan

(6) Perlindungan terhadap ancaman fisik dan - hukum sebagazmana .:. R T i

dimaksud ayat (2) huruf ¢ diperoleh melalui Lembaga ?erlmciungan. L
Saksi dan Korban (LPSK) dan instansi lain y&uw berwenang berdasarkaﬁ L S

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humfbdanhuruf '_c SR

diberikan kepada Tim Pengelola Pengaduan serta TiIl‘l ‘Audit In‘vegtlgaﬁf e

yang melaksanakan tindak lanjut atas laporan.
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BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 13 _ R R R
(1) Gubernur dapat memberikan penghargaari' terhadap : Péié;pbifi sesual

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian Penghargaan sebagaimana d}maksud pada ayat m e

berbentuk Piagam Penghargaan.

(3) Selain Piagam Penghargaan sebagalmana dlmaksud pada ayat ( ) dapat'_-:_f.}'-_' ot i
diberikan Penghargaan berupa: ' '
a. promosi jabatan; -
b. pendidikan dan pelatihan;
c. beasiswa pendidikan; dan/atau _ S
d. penghargaan lainnya sesuai Ketentuan peramranperundang— :  L

undangan.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ajrat ( ). dlberlkan dalam ha]. '

Laporan pengaduan telah - terbukti. dan = ber dasarliza_n Puiusan_,_._ :_
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap t&rbuk:tl telah o ;
terjadi tindak pidana dan/atau adanya Putusan Majehs Pertlmbmlgaﬁf_rf[ G

Tuntutan Kerugian Daerah.

BAB VII
SANKSI
Pasal 14

(1) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan 'kéwajibari“ meiapordengaﬂ e
segera apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan alau
merugikan negara atau pemerintah terutama dzbadang keamanan .
keuangan dan materiil, dikenakan hukuman d131p11n sesum ketentuan e
peraturan perundang-undangan. L B

(2) Pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya;f-;';{__..:;'__-'_ “ __
melakukan tindak balasan kepada Pelapor dlkenakan hukuman dlSlplll]_'._:_.';_:_..:_'E i

sesuai ketenfuan peraturan pemndangmundaﬂgan

{3) Pengelola pengaduan yang’ mengungkapkan lnformam sebag alm ana ;_

dimaksud dalam Pasal 11 yang dﬁakukan dengan t1ciak sesua_l -3_:;""

ketentuan dikenakan hukuman disiplin sesual peraturan perundang-'f '_"::"3 L

undangan.
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(4) Pejabat/Pegawai yang berdasarkan hasil Audit Investigasi terbukti
menganggu, menghambat, dan/atau menghalangi kelancaran proses
kerja pengelola pengaduan, dikenakan hukuman disiplin --sesual
peraturan perundang-undangan. -

(8) Bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pldana L
korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar

hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya = sesuai . - |

ketentuan peraturan perundang-undangan. o
(6) Pejabat/Pegawai yang beritikad baik dan bekerj _]asama dengan D
pemeriksa dalam penanganan laporan dugaan tindak pldana kompm,i_ o
dapat menjadi bshan pertimbangan untuk meringankan hukuman .
disiplin yang diberikan. : :

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 _
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan ‘Gubernir *
Nomor 37 Tahun 2013 tentang Sistem Penanganan Pengaduan -
(Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi (TPK) di- ngkungan SR
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinst Kahmantan -1_':_ o
Barat Tahun 2013 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaim PRI

Pasal 16 : o
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dmndangkan s
Agar setiap orang mengetahuinya, memmerintahkan . pengundangan i

Peraturan Gubernur ini dengan penempatanirya dalam Berlta Daerah.___ ST

Provinsi Kalimantan Bara

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

FGUBERNUR KALIMANTAN B ARAT’ e

Diundangkan di Pontianak 7
pada tanggal sl ety

Pj. SEKRETARiS DAERAH
VINSI KALIMANTAN BARAT,

BRIT A DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1AE




